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PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG PENYERTAAN MODAL DI KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber Pendapatan Asli

Daerah (PAD) yang memberikan keuntungan jangka panjang
dari jenis hasil pengelolaan keuangan daerah yang
dipisahkan perlu penambahan modal kepada PT. Bank
Jatim;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro
Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal di
Kabupaten Bojonegoro ;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan pada tanggal
8 Agustus 1950);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan

Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4297);
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan  Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4756) ;

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

11, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4609);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986
tentang Penyertaaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga;



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1999
tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank
Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah
Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa
Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 1999
Nomor 4 Seri D);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2000
tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum
Perusahaan Daecrah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha
Rakyat Kecil Jawa Timur Menjadi Perseroan Terbatas Bank
Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2000 Nomor 8 Seri D);

18. Peraturan Dacrah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 3);

19, Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun
2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2012 Nomor 1) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BOJONEGORO
dan
BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 11
TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL DI KABUPATEN
BOJONEGORO.
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Pasal |

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun
2011 tentang Penyertaan Modal yang telah diundangkan pada tanggal 20
September 2011, diadakan perubahan sebagai berikut :

BAB Il Bagian Kedua Pasal 4 ayat (1) huruf A, diubah dan harus dibaca :

“ Pada PT. Bank Jatim ditetapkan untuk Tahun 2011 sebesar
Rp.19.000.000.000,- (Sembilan Belas Milyard Rupiah) dan untuk Tahun 2012
sebesar Rp. 47.000.000.000,- (Empat Puluh Tujuh Milyard); "

Pasal Il

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 1 Oktober 2012

BUPATI BOJONEGORO,
ttd

H.SUYOTO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 12 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
ttd
SOEHADI MOELJONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2012 NOMOR 7.
_-~Salinan sesuai dengan aslinya

1 Pembina Utama Madya
.., NIP. 19600131 198603 1 008



I

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG PENYERTAAN MODAL DI KABUPATEN BOJONEGORO

UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2011
tentang Penyertaan Modal yang diundangkan pada tanggal 20 September
2011 telah dilaksanakan dan merupakan Pendapatan Asli Daerah guna
pembiayaan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro.
Selanjutnya, dalam rangka peningkatan pendapatan dengan jalan
penyertaan modal, salah satunya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten
Bojonegoro kepada PT. Bank Jatim, serta guna memperoleh saham ckslusif
sehelum pelaksanaan penjualan saham perdana (IPO) oleh PT. Bank Jatim

pada tanggal 1 April 2012, maka perlu menambah jumlah penyertaan modal
sebelum tanggal dimaksud, sechingga pendapatan yang berasal dari
penyertaan modal akan lebih optimal, dengan dasar pelaksanaan dituangkan

melalui Peraturan Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.
Pasal II

Cukup Jelas.



